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PENDAHULUAN
Sistim pengadaan barang dan jasa peme-

rintah yang efektif sangat penting dalam penye-
lenggaraan pemerintahan yang baik. Sistim
pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-
biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat.
Sistem yang demikian mengakibatkan terhambat-
nya pelaksamaam proyek yang selanjutnya mem-
perbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek
yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi
masyarakat. Ketidakberesan sistem pengadaan

juga membuka peluang korupsi, menimbulkan
banyak protes dan kecurigaan terhadap integ-
ritas proses pengadaan. Pada akhirnya, perma-
salahan tersebut dapat mengurangi minat peru-
sahaan perusahaan yang baik (nasional maupun
asing) untuk berpartisipasi dalam pelelangan,
sehingga pemerintah akan kehilangan kesem-
patan untuk memperoleh harga yang murah untuk
barang dan jasa yang lebih baik. Dari berbagai
aspek, sistem pengadaan pemerintah di Indo-
nesia belum berfungsi dengan baik. Sistem ter-
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Abstract: Policy Implementation Procurement of Goods and Services. This study aims to describe
and analyze the implementation of procurement policy and factors that become an obstacle to the
implementation of policies of government procurement in the public sector at the Department of
Education, Youth and Sports Linga District. The perspective used in this pengelitian using
descriptive method ‘qualitative descriptive-explorative approach, it is meaningful to describe and
explore at the same realities that have not been revealed so far are then described and applied so
that the true picture is known. This method is a type of research that is not intended to test specific
hypotheses, but just describe what it is about a variable, symptoms, circumstances or particular
phenomena. Successful implementation of government procurement of goods and services in the
District of Lingga showed optimal results yet been several unsuccessful ditujukkan by local
governments to hold a quality public facilities. Implementation of government procurement of
goods and services is a perceived prosoes quite closed and only certain parties who have access
to find out, so that existing procedures can not be known by some interested parties. Factor
inhibiting in the implementation of government procurement of goods and services are more likely
in budget , where the budget for the implementation of the project tends to be slow and not timely,
it is this which causes the project activity procurement of goods and services are not running optimally.

Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
dan faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa
pemerintah dalam sektor publik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga.
Perspektif yang digunakan dalam pengelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
pendekatan deskriptif-eksploratif. Hal ini bermakna menggambarkan dan sekaligus menggali
kenyataan-kenyataan yang belum terungkapkan selama ini yang kemudian dijelaskan dan di-
terapkan, sehingga diketahui gambaran yang sebenarnya. Metode ini merupakan tipe penelitian
yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa
adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena tertentu. Keberhasilan im-
plementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Lingga menunjukkan hasil
yang belum optimal yang ditujukkan oleh ketidak berhasilan pemerintah daerah untuk mengadakan
fasilitas publik yang berkualitas. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan
suatu prosoes yang dirasakan cukup tertutup dan hanya pihak-pihak tertentu saja yang
mempunyai akses untuk mengetahuinya, sehingga prosedur yang ada tidak dapat diketahui oleh
beberapa pihak yang berkepentingan. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pemerintah lebih cenderung dalam hal anggaran, dimana anggaran bagi pelak-
sanaan proyek cenderung lambat serta tidak tepat waktu, hal inilah yang menyebabkan kegiatan
proyek pengadaan barang dan jasa tidak berjalan secara optimal.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, barang dan jasa, pembangunan daerah
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sebut tidak berorientasi ke pasar, rawan terha-
dap penyalahgunaan dan manipulasi, serta
mengurangi nilai dana untuk kepentingan rakyat.

Sekalipun telah terjadi perkembangan yang
cukup berarti dalam sistem pengadaan selama
ini, ada beberapa alasan utama mengapa sistem
tersebut belum berfungsi dengan baik. Pertama,
dasar hukum yang mengatur proses pengadaan
barang dan jasa pemerintah tidak diatur oleh
perangkat perundangan dengan tingkatan hukum
yang lebih tinggi (hanya diatur sebatas Keppres),
sehingga menimbulkan dampak pada tingkat
transparansi dan kejelasan perundangn tersebut,
dan pada akhirnya penegakan hukum sulit di-
lakukan. Kedua, tidak adanya instansi tunggal
yang berwenang untuk merumuskan kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah, meman-
tau pelaksanaannya, dan memastikan sanksi,
serta mekanisme penegakkan hukum dapat di-
terapkan dengan tegas. Ketiga, lemahnya ke-
patuhan kepada peraturan dan prosedur penga-
daan yang berlaku, serta lernahnya pengawasan
dan penegakkan hukum.

Selain ketiga hal di atas, masalah lain yang
mengemuka diantaranya adalah peraturan-
peraturan yang ada membatasi persaingan di
dalam wilayah Indonesia sendiri, sehingga me-
langgar prinsip satu negara, satu pasar dan me-
nghilangkan kesempatan yang timbul dalam
persaingan yang sehat. Kurangnya kemampuan
sebagian besar staff operasional, anggota panitia
lelang dan pihak-pihak berwenang yang mem-
berikan persetujuan. Kelemahan dalam sistem
sertifikasi bagi para kontraktor dan konsultan.
Pengaruh yang tidak sehat dari berbagai asosiasi
bisnis dalam proses pengadaan. Praktek-praktek
korupsi dan kolusi, serta pengaruh lainnya. Pe-
maketan kontrak yang tidak ekonomis akibat
upaya mencapai tujuan lain, pengaruh berbagai
kelompok untuk kepentingan mereka dan
praktek-praktek kolusi. Iklan yang tidak mema-
dai khususnya atas kontrak-kontrak kecil dan
menengah. Kurangnya tindak lanjut terhadap
berbagai protes dalam proses pengadaan dan
tidak adanya pemantauan yang sistematik ter-
hadap kepatuhan atas peraturan dan prosedur
pengadaan.

Berbicara mengenai pengadaan berarti ber-
bicara mengenai perwujudan pelayanan peme-

rintah kepada publik dengan menggunakan jalur
mediasi swasta. Pengadaan adalah perwujudan
dari rancangan dan program/proyek yang telah
disusun oleh pemerintah dengan mengacu pada
konsepsi pembangunan yang digariskan UU dan
terdeskripsi secara kuantitiatif dalam APBN/
APBD. Kita lebih sering menyebut pengadaan
itu sebagai tender.

Tender merupakan satu metoda yang paling
banyak dikenal dimana pemerintah menjadi
penyedia proyek dan swasta menjadi pelaksana-
nya. Selain tender, satu metoda lagi yang bisa
digunakan adalah negosiasi dengan pihak swasta
(unsolited proposal). Tapi tender (open com-
petitive bidding) paling lazim digunakan karena
dapat menjamin akuntabilitas, selain karena
bagian dari prosedur resmi seperti yang diatur
Kepres No. 80 Tahun 2003 dan disempurnakan
dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 kemu-
dian dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan
terakhir disempurkan lagi dengan Perpres
Nomor 70 Tahun 2012. Pentingnya memasuk-
kan unsur akuntabilitas dikarenakan proyek-
proyek pemerintah yang tercantum dalam
APBN/APBD merupakan cerminan dari pelak-
sanaan pembangunan yang muaranya adalah
untuk kemaslahatan masyarakat (publik).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi-
kan dan menganalisis implementasi kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah dan
faktor-faktor yang menjadi penghambat imple-
mentasi kebijakan pengadaan barang dan jasa
pemerintah dalam sektor publik di Dinas Pen-
didikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lingga.

METODE
Perspektif yang digunakan dalam pengelitian

ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan
pendekatan deskriptif-eksploratif. Hal ini ber-
makna menggambarkan dan sekaligus menggali
kenyataan-kenyataan yang belum terungkapkan
selama ini yang kemudian dijelaskan dan di-
terapkan sehingga diketahui gambaran yang
sebenarnya. Metode ini merupakan tipe pene-
litian yang bukan bermaksud untuk menguji
hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan
apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, ke-
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adaan atau fenomena tertentu. Teknik pengum-
pulan data yang digunakan adalah wawancara
merupakan bentuk komunikasi langsung antara
peneliti dengan responden. Wawancara berlang-
sung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan
tatap muka. Selanjutnya dokumentasi dilakukan
dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis,
data dari dokumen dan studi literatur. Kemudian
dilakukan observasi dengan melakukan penga-
matan secara langsung di lapangan untuk men-
dapatkan data yang erat hubungannya dengan
penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Isi Kebijakan

Untuk dapat menganalisa mengenai isi ke-
bijakan dilaksanakan dalam proses pengadaan
barang/jasa hal yang paling pokok adalah dalam
tahap perencanaan pengadaan. Perencanaan
pengadaan merupakan rangkaian kegiatan untuk
mempersiapkan dan melaksanakan pengadaan
jasa pemborongan yang dilaksanakan oleh in-
stansi pengguna. Perencanaan pengadaan adalah
tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang
dan jasa pemerintah yang peranannya sangat
stratejik dan menentukan. Kegiatan ini bertujuan
untuk mempersiapkan secara rinci mengenai tar-
get, waktu, mutu, biaya, dan manfaat dari paket-
paket pengadaan barang dan jasa untuk ke-
perivan pemerintah, yang dibiayai dari dana
APBD. Rencana Pengadaan akan menjadi acuan
utama dalam kegiatan pengadaan barang dan
jasa pemerintah per paket pekerjaan.

Berikut akan dibahas tentang isi kebijakan
pengadaan barang/jasa khususnya yang terjadi
pada lokus penelitian, dengan berfokus kepada
Tingkat Konsisitensi pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa sesuai Perpes 54/2010. Kinerja
suatu kebijakan akan terkait dengan isi dari
kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan
dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan
kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidak-
tegasan intern ataupun ekstern kebijakan itu sen-
diri, menunjukkan adanya kekurangan yang sa-
ngat berarti atau adanya kekurangan yang me-
nyangkut sumber daya tertentu.

Beberapa pengertian dasar yang menjadi
dasar kebijakan Pengadaan Barang dan jasa

pada adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan

pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan
APBD, baik yang dilaksanakan secara swa-
kelola maupun oleh penyedia barang/jasa;

b. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/
satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin
bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/
pejabat yang disamakan sebagai pemilik
pekerjaan yang bertanggung jawab atas pe-
laksanaan pengadaan barang/jasa dalam
lingkungan unit kerja/proyek tertentu;

c. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha
atau perseorangan yang kegiatan usahanya
menyediakan barang/layanan jasa;

d. Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat
struktural departeman/lembaga yang bertang-
gung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barangr/asa yang dibiayai dari dana anggaran
belanja rutin APBD;

e. Pengguna anggaran daerah adalah pejabat di
lingkungan pemerintah kabupaten yang ber-
tanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran
belanja APBD;

f. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat
oleh pengguna barang/jasa untuk melaksana-
kan pemilihan penyedia barang/jasa;

g. Pejabat pengadaan adalah personil yang
diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/
jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.
000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

h. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah ke-
giatan untuk menetapkan penyedia barang/
jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan
pekerjaan;

i. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk
dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang
setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang
spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna
barang/jasa;

j. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan
pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lain-
nya yang perencanaan teknis dan spesifi-
kasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan
proses serta pelaksanaannya diawasi oleh
pengguna barang/jasa;
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k. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian
profesional dalam berbagai bidang yang me-
liputi jasa perencanaan konstruksi, jasa
pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan
model profesi lainnya, dalam rangka mencapai
sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk
piranti lunak yang disusun secara sistematis
berdasarkan kerangka acuan kerja yang
ditetapkan pengguna jasa;

l. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau
penyedia jasa selain jasa konsultansi, jasa
pemborongan, dan pemasokan barang;

m. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang
disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan
sebagai pedoman dalam proses pembuatan
dan penyampaian penawaran oleh talon
penyedia barang/jasa serta, pedoman evaluasi
penawaran oleh panita/pejabat pengadaan;

n. Kontrak adalah keterikatan antara pengguna
barang/jasa dengan penyedia barang/jasa
dalam pelaksanaan pengadaan barang
jasa;

o. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang
ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/
panitia pengadaan/pejabat pengadaan/
penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, ko-
rupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksa-
naan pengadaan barang/jasa.

Lingkungan Kebijakan
Strategi Aktor

Dalam hal pembeli/pengguna meminta ke-
pada lebih dari satu penyedia barang atau me-
minta penawaran dari beberapa penyedia barang
secara terbatas, maka metode pengadaan
tersebut dinamakan metode pelelangan terbatas.
Sedangkan apabila pengguna mengumumkan
secara terbuka meminta kepada penyedia barang
dan jasa yang berminat untuk mengajukan pe-
nawaran, maka metoda pengadaan tersebut
dinamakan metode pelelangan umum.

Sesuai prinsip persaingan, pengadaan ba-
rang dan jasa seharusnya hanya dapat dilakukan
dengan metoda lelang atau yang banyak disebut
sebagai pelelangan umum, akan tetapi pada
kenyataannya tidak semua pengadaan dapat
dilakukan metode lelang. Oleh karena itu dalam

keadaan tertentu dimungkinkan metode lain
selain lelang digunakan.

Berikut adalah ringkasan uraian metoda
pengadaan barang dan jasa yang telah umum
berlaku secara nasional maupun internasional.
a. Metode Pengadaan Barang

- Metode Lelang
- Metoda Penunjukan Langsung
- Metode Pembelian Langsung

b. Metode Pengadaan Jasa Pemborongan
- Metode Lelang
- Metode Pemilihan Langsung
- Metoda Penunjukan Langsung
- Metode Swakelola

c. Metode Pengadaan Jasa Konsultansi
- Metoda Penunjukan Langsung

d. Proses Pengadaan Barang Dan Jasa
Proses pengadaan barang dan jasa adalah

urutan kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan
pengadaan yang dapat dikelompokkan dalam
beberapa tahap. Yaitu:

- perencanaan pengadaan,
- penyiapan dokumen pengadaan,
- penyusunan daftar peserta lelang/seleksi,
- pelaksanaan pengadaan,
- penyiapan dan penandatangan kontarak

Krakteristik Insitusi
Etika dalam pengadaan barang dan jasa

adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang
terlibat dafam proses pengadaan. Yang dimaksud
perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling
menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-
masing pihak, bertindak secara profesional, dan
tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela
atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan
atau kelompok dengan merugikan pihak lain.
Perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat
bertentangan dengan etika pengadaan adalah
apabila salah satu pihak atau secara bersama-
sama melakukan praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN).
a. Tingkat Pendidikan Formal bagi Panitia

Tender
Dalam menjalakan tugasnya Panitia Tender
haruslah memiliki SDM (sumber daya manusia)
aparatur dengan kualitas dan kauntitas yang
memadai, kualitas yang memadai maksudnya
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agar mutu penyelenggaraan pengadaan barang
dan jasa pemerintah berjalan dengan baik,

b. Tingkat Keterampilan Panitia melalui Kursus
pelatihan.
Pendidikan formal tidak secara penuh me-
nentukan kuafitas panitia pengadaan. Pen-
didikan dan pelatihan selama menjalankan
tugas (in job training) ternyata cukup mam-
pu untuk meningkatkan mutu panitia penga-
daan. Selama dua tahun terakhir telah di-
lakukan pendidikan dan pelatihan berupa
Bimtek (Bimbingan Teknis).

c. Kemampuan Panitia Pengadaan dalam Pro-
fesionalisme Kerja
Panitia pengadaan merupakan lembaga pe-
laksana pengadaan yang pertama-tama
dibentuk dan ditunjuk oleh pemimpin proyek
setelah seluruh persiapan administrasi pelak-
sanaan proyek baku. Proses penunjukkan
panitia sepatutnya bersandar pada prinsip
profesionaiisme, responsifitas, akuntabilitas
dan kemandirian.

Kepatuhan dan Responsivitas Sasaran
Agar tujuan pengadaan barang dan jasa

dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak
yang terlibat dalam proses pengadaan harus
mengikuti norma yang berlaku. Sebagaimana
norma lain yang berlaku, norma pengadaan ba-
rang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis
dan norma yang tertulis. Norma yang tidak tertulis
pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal,
sedangkan yang tertulis pada umumnya adalah
norma yang bersifat operasional. Norma ideal
pengadaan barang dan jasa antara lain yang
tersirat atau pengertian tentang hakekat, filosofi,
etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan
barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan
barang dan jasa yang sifatnya operasional pada
umumnya telah dirumuskan dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan yaitu
berupa undang-undang, peraturan, pedoman,
petunjuk dan bentuk produk statuter lainnya.

SIMPULAN
Keberhasilan implementasi pengadaan ba-

rang dan jasa pemerintah di Kabupaten Lingga
menunjukkan hasil yang belum optimal yang

ditujukkan oleh ketidakberhasilan pemerintah
daerah untuk mengadakan fasilitas publik yang
berkualitas. Pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa pemerintah merupakan suatu prosoes yang
dirasakan cukup tertutup dan hanya pihak-pihak
tertentu saja yang mempunyai akses untuk me-
ngetahuinya, sehingga prosedur yang ada tidak
dapat diketahui oleh beberapa pihak yang ber-
kepentingan. Hal ini lah yang menjadikan proses
dalam implementasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah tidak dapat diketahui oleh publik,
dimana dalam kondisi sekarang kecenderung
publik untuk dapat mengakses informasi telah
cukup kuat.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksa-
naan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih
cenderung dalam hal anggaran, dimana  anggaran
bagi pelaksanaan proyek cenderung lambat serta
tidak tepat waktu. Hal inilah yang menyebabkan
kegiatan proyek pengadaan barang dan jasa tidak
berjalan secara optimal. Terkait dengan pengor-
ganisasian dalam pengadaan barang dan jasa
pemerintah ditemukan bahwa pelaksanaan pe-
ngadaan barang dan jasa hanya dikelola oleh
beberapa panita pengadaan secara parsial, dimana
satu proyek hanya ada satu panitia dan tidak
secara integral dalam satu naungan organisasi. Hal
ini menyebabkan proyek pengadaan dijalankan
masing-masing dan kasuistik, sehingga proses
pembangunan di daerah dilaksanakan secara
sepotong-sepotong.
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